
JDIH MIN 2 Kotabaru

Keterangan Sumber Unduhan

Diunduh melalui JDIH MIN 2 Kotabaru

https://min2kotabaru.sch.id/jdih/

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Bagian 3 dari 8 | Halaman sumber 12-16 dari 44

Sumber resmi: https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2023

Tanggal penetapan: 2023-10-31

Salinan untuk akses publik. Halaman setelah lembar ini mempertahankan tata letak dan isi sumber.

Lembar keterangan ini bukan bagian dari peraturan dan bukan pengesahan atau tanda tangan

elektronik penerbit.

SHA-256 naskah sumber:

3f68b334f4979a2e81adf92f63c7d13fb2e35e43183cb0075840c4f4338d2e0a

Keterangan bagian dan halaman sumber membantu penggabungan kembali seluruh dokumen, termasuk

lampiran dan penjelasan yang tersedia.



PRESTDEN
REPUEIJK INDONESIA

-12-

e. lingkungan kerja;
f. pengembangan diri; dan
g. bantuan hukum.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a dapat berupa:
a. gaji; atau
b. upah.

(4) Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. finansial; dan/atau
b. nonfinansial.

(5) T\rnjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf c dapat berupa:
a. tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
b. tunjangan dan fasilitas individu.

(6) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf d terdiri atas:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian;
d. jaminan pensiun; dan
e. jaminan hari tua.

(71 Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf e dapat berupa:
a. fisik; dan/atau
b. nonfisik.

(8) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf f dapat berupa:
a. pengembangan talenta dan karier; dan/atau
b. pengembangan kompetensi.

(9) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf g dapat berupa:
a. litigasi; dan/atau
b. nonlitigasi.

(10) Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen
penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dengan memperhatikan kemampuan
keuangan negara.
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Pasal22

(1) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2L ayat (6) huruf d dan
huruf e dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti
bekerja.

(21 Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai
perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua,
sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas
pengabdian.

(3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun
dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program
jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial
nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial.

(4) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan
hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran
Pegawai ASN yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun
dan jaminan hari tua untuk Pegawai ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2l ayat (6) diatur dalam Peraturan
Pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem
jaminan sosial nasional.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 24

(1) Pegawai ASN wajib:
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintahan yang sah;
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b. menaati ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan
kode perilaku ASN;

d. menjaga netralitas; dan

e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

(21 Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

(3) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan
disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan
berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban
Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l dan
Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 26

(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.

(21 Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan
sebagian kewenangannya kepada kementerian
dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan
fungsi pemerintahan di bidang:

a. perumusan dan penetapan kebijakan strategis,
serta koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
kebijakan Manajemen ASN;
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b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan
pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian
atas pelaksanaan kebijakan teknis
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;

c. perumusan dan penetapan kebijakan teknis,
pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis
Manajemen ASN; dan

d. pengawasan penerapan Sistem Merit.

(3) Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi
pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan
kebijakan strategis, serta koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian kebijakan Manajemen ASN
mengoordinasikan rencana kerja lembaga yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen ASN
serta sinkronisasi dan pengendalian terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan
huruf d.

(4) Penetapan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf b dan huruf c dapat ditetapkan
setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII

MANAJEMEN ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal27

(1) Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan
manajemen PPPK.

(21 Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.
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Pasal 28
(1) Penerapan Manajemen ASN yang bekerja di Instansi

Pemerintah disesuaikan dengan karakteristik
kelembagaan masing-masing.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen ASN
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29
(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan

dalam pembinaan Pegawai ASN dapat
mendelegasikan kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain
pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat
fungsional tertinggi kepada:
a. menteri di kementerian;
b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah

nonkementerian;
c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan

lembaga nonstruktural;
d. gubernur di provinsi; dan
e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan
Sistem Merit dalam pelaksanaan kewenangannya.

Paragraf 2

Pejabat yang Berwenang

Pasal 3O

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan
pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang
Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/
sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga
nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

(2) Pejabat...
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